













Adanya kesadaran negara-negara di dunia untuk membentuk sebuah organisasi internasional yang ditujukan untuk menjaga perdamaian dunia sudah cukup lama dikemukakan terutama setelah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang disampaikan dalam Konferensi Perdamaian Paris 1919. Tujuan LBB adalah memajukan kerjasama internasional dan untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sistem keamanan kolektif yang diharapkan sebelumnya tidak dapat terwujud, terutama mengeani gagasan pelucutan senjata dan penyelesaian sengketa secara damai yang tidak dapat terlaksana. LBB pada akhirnya tidak dapat benar-benar memberikan sanksi pada pelanggaran yang dilakukan karena sikap apatis dan keengganan dari para anggota untuk melaksanakan kewajiban-kewajibanya. Pembubaran resmi Liga akhirnya dilakukan pada tanggal 18 April 1946. 
Kegagalan LBB mencegah terjadinya Perang Dunia ke II tidak melenyapkan keyakinan pentingnya suatu sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bahaya perang. Keyakinan tersebut tertuang dalam Deklarasi Moscow yang mengakui perlunya mendirikan suatu organisasi internasional publik yang dapat bekerja dalam waktu segera, yang didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh negara yang cinta damai, besar maupun kecil, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.​[1]​
Untuk mewujudkan keinginan tersebut, dalam Konferensi San Fransisco yang diadakan pada tanggal 25 April – 26 Juni 1945, 50 negara telah membuat persetujuan yang tertuang dalam “Declaration of United Nation” atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian pada tanggal 26 Juni 1945 lahirlah United Nations/ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Lake Succsess, New York. Namun Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa secara resmi berdiri pada tanggal 26 Juni 1945 setelah Piagam tersebut diratifikasi oleh Cina, Prancis, Uni Sovyet, Inggris dan Amerika Serikat serta mayoritas negara yang turut menandatangani Piagam tersebut.​[2]​ Dan ke-50 negara yang menandatangani Piagam tersebut menjadi anggota pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disebut Original Members atau anggota asli.
Dalam piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 anggota asli PBB terdapat empat tujuan PBB​[3]​, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membangun hubungan yang baik dan bersahabat dengan negara-negara di dunia, mengupayakan kerjasama dalam mengatasi masalah yang muncul dalam kegiatan ekonomi internasional, sosial, budaya dan masalah kemanusiaan, serta terakhir, menjadi aktor internasional yang mampu berperan sebagai pusat dalam menyelaraskan semua keinginan negara-negara di dunia.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan perangkat konstitusi dari organisasi dunia tersebut, yang menguraikan hak dan kewajiban negara-negara anggota, dan membentuk badan-badan serta menetapkan prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai satu perjanjian internasional, Piagam tersebut mengkodifikasi prinsip-prinsip utama hubungan internasional, mulai dari persamaan kedaulatan negara sampai pada pelarangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari 6 organ permanen dari berbagai badan khusus, konferensi, yayasan serta komisi. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, alat-alat perlengkapan Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari: General Assembbly (Majelis Umum), Security Council (Dewan Keamanan), Economy and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial), Trusteeship Council (Dewan Perwalian), International Court of Justice (Mahkamah Peradilan Internasional), Secretary (Sekretariat), Genderal Secretary (Sekretaris Jenderal) 
Apabila terjadi perselisihan atau sengketa internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara mereka secara damai, sebelum mengajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, para pihak yang bertikai wajib mencari penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, konsilisi, arbitrasi, atau penyelesaian menurut hukum yang berlaku melalui badan-badan regional atau dengan cara damai lain yang mereka pilih sendiri. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk membawa permasalahannya kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dewan Keamanan, berdasarkan Piagam, terutama bertanggung jawab untuk mempertahankankan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan memiliki 15 anggota: lima anggota tetap; Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, serta 10 anggota lain yang di pilih oleh Majelis Umum untuk masa dua tahun. Setiap anggota memiliki satu suara. Keputusan-keputusan mengenai masalah prosedural ditentukan berdasarkan suara mendukung dari paling tidak sembilan dari 15 anggota. Keputusan-keputusan mengenai masalah substantif memerlukan sembilan suara, termasuk suara setuju dari kelima anggota tetap. Ini disebut ketentuan “kebulatan suara negara kuat”, yang sering disebut hak “veto”. Apabila satu negara anggota tetap tidak setuju dengan satu keputusan, dia bisa memberikan suara negatif, dan tindakan ini memiliki kekuasaan veto. Keseluruh anggota tetap sudah pernah mempergunakan hak veto dalam satu atau lain kesempatan. Apabila satu anggota tetap tidak sepenuhnya menyetujui satu keputusan, tetapi tidak mau melaksanakan veto, maka dia bisa menyatakan abstain. 
Sedangkan apabila kita membicarakan tentang negara Irak, dataran yang terbentang antara sungai Tigris dan sungai Eufrat yang disebut “Fertile Cressent” (Bulan Sabit Subur), dan sejak itu Irak disebut Mesopotamia hingga kini bernama Al Jumhuriyyah al Iraqiyah, merupakan kawasan yang tidak pernah sepi dari huru-hara. Pergolakan bersenjata terus terjadi sejak masa kekuasaan bangsa Sumeria (4000-25000 SM) sampai saat ini. Disebelah timur, Irak berbatasan dengan Iran, disebelah utara dengan Turki, disebelah barat dengan Suriah dan Yordania dan disebelah selatan dengan Arab Saudi dan Kuwait. Irak dipimpin oleh Saddam Hussein yang menggantikan Presiden Ahmed Hassan Albakr sejak tahun 1973 melalui sebuah kudeta. Sejak itu Saddam Hussein dengan Partai Ba’athnya memerintah Irak dengan tangan besi karena Ia menginginkan persatuan seluruh negara Arab yang merdeka di bawah sistem sosialisme yang nasionalistik. Cita-cita itu di coba digapai dengan mengobarkan slogan revolusi Arab. Bahkan Saddam berambisi untuk menjadi pemimpin negara Arab.
Tindakan invasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat menyebabkan runtuhnya rejim Saddam Hussein pada 9 April 2003. Selain itu tragedi kemanusiaan pun terjadi di bumi Irak sejak tahun 2003 lalu kini banyak rakyat Irak yang menjadi korban. Sudah tidak terhitung berapa nyawa melayang akibat perang tersebut. Bahkan masyarakat internasional menilai kasus Irak merupakan pelaksanaan doktrin pre-emptive war Presiden George Bush yang bertentangan dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Seperti yang terjadi sekarang, tindakan unilateral AS tersebut menyebabkan negara tersebut berada dalam sistem pemerintahan serta keamanan yang tidak stabil. Banyak dari rakyat Irak yang menjadi korban kebrutalan tentara Amerika dan koalisinya. Para gerilyawan Irak juga kerap kali melakukan serangan balasan terhadap tentara Amerika. Situasi keamanan yang semakin buruk ini menyebabkan 150 ribu pasukan Amerika terperosok dalam keadaan yang sulit. Meskipun di berbagai tempat Bush dan pejabat-pejabat tinggi Amerika bersilat lidah demi membela perang di Irak, tapi kenyataan yang tidak dapat dibantah adalah perang tersebut menimbulkan pengaruh negatif yang serius baik bagi situasi di Timur-tengah, situasi internasional maupun perjuangan antiterorisme internasional. 
Semakin meningkatnya jumlah korban tentara Amerika Serikat di Irak, minimnya negara sekutu yang bersedia mengirimkan pasukan perdamaian ke negeri itu, dan merosotnya dukungan publik di dalam negeri membuat Washington berkeinginan untuk mempercepat terbentuknya pemerintahan Irak yang berdiri sendiri. Pada tanggal 8 Juni 2004 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1546 yaitu, mengenai penyerahan kedaulatan kepada rakyat Irak. Utusan Khusus PBB Lakhdar Brahimi, menunjuk seorang Presiden Sheikh Ghazi al Yawar dan Perdana Menteri (PM) Iyad Allawi, serta dua wakil presiden dan 26 menteri. Mereka akan membentuk Dewan Pemerintah Sementara Irak dan menjabat sampai Pemilu majelis nasional berlangsung. 
Pelaksanaan peralihan kedaulatan dari pemerintah pendudukan AS pimpinan Paul Bremer kepada pemerintah sementara Irak pimpinan Presiden Sheikh Ghazi al Yawar dan Perdana Menteri (PM) Iyad Allawi pada 28 Juni 2004 juga tidak menyurutkan aksi kekerasan di negara itu. Lemahnya legitimasi Dewan Pemerintah Sementara Irak (Iraqi Governing Council/ DPI) ini, membuat Pemerintah Amerika Serikat harus cepat-cepat membentuk pemerintahan interm Irak melalui Pemilu.
Resolusi DK PBB No 1546 intinya mengenai penyerahan kedaulatan kepada rakyat Irak dan membantu negara tersebut melaksanakan proses Pemilu yang demokratis. Selain itu juga resolusi ini memberikan wewenang pada pasukan AS untuk memimpin pasukan multi nasional yang akan menjaga perdamaian di Irak dan memberi pasukan multi nasional kebebasan untuk melakukan semua langkah penting dalam memerangi pemberontakan berdarah. Pasukan itu bisa diminta untuk meninggalkan negara tersebut kapan saja, serta diberi batas waktu selama 12 bulan bagi pasukan itu untuk melakukan peninjauan. Namun mandat itu berakhir bila pemerintah yang terpilih secara konstitusional telah memegang kekuasaan. Resolusi tersebut juga memberikan pemerintah baru sementara kontrol terhadap pendapatan dari minyak negara itu.​[4]​  
Keterlibatan PBB dalam membantu penyelenggaraan Pemilu di Irak dilandasi oleh kepentingan Amerika Serikat  dengan tujuan untuk memperoleh legitimasi ipso facto atas keberadaan AS di Irak selain itu, adanya tekanan dari dari rakyat Irak sendiri yang terbagi atas kelompok Sunni, Sy’ah, Kurdi, Kristen serta keturunan Turki. Pada tanggal 23 november 2004 diadakan konferensi internasional di Sharm Al Sheikh, Mesir yang di hadiri oleh Menlu Irak Hoshyar Zebari, Menlu Mesir Ahmed Abu al Gheit, Menlu Perancis Michel Barnier, Menlu Suriah Farouk al Shara, Sekjen Liga Arab Amr Mousa dan Sekjen  PBB Kofi Annan. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan penting salah satunya mengharuskan adanya partisipasi komprehensif mutlak dalam politik Irak, dan menegaskan pula pentingnya peran PBB dalam pelaksanaan pemilu. Sebelumnya juga sempat terjadi pertemuan di Teheran yang di hadiri oleh negara-negara tetangga Irak (Suriah, Jordania, Turki, Arab Saudi, Iran, dan Kuwait) serta Mesir, yang membahas mengenai Irak.​[5]​
Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1546, pemilu resmi Irak akan digelar sebelum 30 Januari 2005 untuk menghasilkan parlemen dan pemerintah resmi. Menurut Undang-Undang Dasar sementara yang diluluskan tahun 2004, pemilu kali ini akan memilih satu parlemen peralihan dengan jumlah kursi sebanyak 275 (Majelis Nasional Peralihan), Mereka mewakili 75 organisasi politik, 9 aliansi kampanye pemilihan dan 27 calon independen dari golongan Syiah, golongan Sunni dan masyarakat Kurdi. Selain itu akan dibentuk pemerintah peralihan di atas dasar tersebut yang juga bertanggung jawab membentuk satu Undang-Undang Dasar tetap supaya bisa meletakkan dasar demi pemilihan parlemen resmi dan pembentukan pemerintah resmi. Sementara itu PBB dalam Pemilu Irak bertindak sebagai pemantau sekaligus penasihat teknis bagi Komisi Pemilu Independen Irak (IECI). PBB juga membantu Dana senilai lebih dari 100 juta dolar AS untuk komisi tersebut. Bantuan teknis meliputi penyusunan peraturan pemilu, distribusi 3 juta ton logistik pemilu, seperti kertas dan kotak suara serta peralatan informasi.​[6]​
Kondisi menjelang Pemilu yang akhirnya dilancarkan pada 30 Januari 2005 masih tetap diwarnai sejumlah kekerasan dan puluhan peristiwa peledakan yang diciptakan oleh elemen bersenjata dari para geriyawan Irak. Untuk menjamin kelancaran pemilu kali ini, pemerintah sementara Irak mengambil serentetan tindakan keamanan yang keras Bahkan kelompok Sunni mengancam akan memboikot pemilu tersebut. Namun meskipun demikian lebih dari 60 persen masyarakat Irak berpartisipasi dalam "pesta demokrasi" tersebut yang menandai keberhasilan Pemilu tersebut dengan kondusif.
Tindakan serangan kekerasan yang berturut-turut adalah faktor utama yang mempengaruhi pemilu di Irak Telah diketahui bahwa sebab dasar yang mengakibatkan kegoncangan situasi dewasa ini adalah pendudukan pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika di Irak. Belum berakhirnya masa pendudukan tersebut, maka tidak akan berakhir pula perjuangan melawan elemen bersenjata anti-Amerika; di satu pihak lain, serangan kekerasan berturut-turut juga mendatangkan penderitan lebih berat terhadap rakyat Irak, Massa umum menjadi penderita paling besar. Maka yang menjadi titik kunci untuk memecahkan total masalah di Irak adalah dengan mengakhiri pendudukan pasukan koalisi tersebut, memulangkan kembali tanah Irak ke pangkuan warganya. Pemilu kali ini adalah satu langkah penting yang diayunkan ke tujuan tersebut.
Pasca Pemilu, geliat demokrasi di Irak kini mulai terasa. Setelah berhasil melaksanakan pemilihan umum pada 30 Januari 2005, Dewan Nasional Irak (parlemen) memilih Hajem al-Hassani dari Sunni sebagai ketua parlemen. Tiga hari kemudian Dewan Nasional Irak juga berhasil memilih Jalal Talabani, dari suku Kurdi, sebagai presiden. Adapun posisi Perdana Menteri kemungkinan kuat akan diberikan kepada pemimpin Syiah, Ibrahim Jaafari.​[7]​ Hasil pemilu ini  menunjukkan bahwa Irak telah terbagi dalam beberapa fragmentasi atas dasar garis etnis dan sektarian: ada Arab Sunni di bagian tengah, ada Arab Syiah di bagian selatan, dan ada etnis Kurdi di bagian utara. Dalam masing-masing kelompok tersebut selalu terdapat faksi yang sulit disatukan meskipun berasal dari aliran keagamaan yang sama.
Dengan mengkaji, menganalisa serta memperhatikan uraian pada permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut, terutama dalam menelaah fenomena organisasi internasional dengan memfokuskan pembahasan masalah kepada, peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya membantu proses pelaksanaan Pemilu di Irak, dengan tinjauan kebijakan PBB sebagai pemantau Pemilu. Proses dan hasil penelitian mengenai hal tersebut dituangkan dalam skripsi dengan judul berikut:
 “PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) SEBAGAI PEMANTAU DALAM SUKSESI PEMILU DI IRAK”    

C.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun akan memfokuskan pada permasalahan sebagai berikut:
1.	Bagaimanakah peran aktif serta kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pemantau dalam proses pemilu di Irak?
2.	Bagaimana kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya membantu proses pelaksanaan Pemilu di Irak?
3.	Bagaimanakah proses pelaksanaan Pemilu di Irak beserta hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pemilu tersebut? 
1.	Pembatasan Masalah
  Mengingat luasnya permasalahan yang akan dikemukakan, maka perlu ditetapkan pembatasan masalah agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu permasalahn dibatasi pada persoalan mengenai peranan PBB sebagai pemantau dalam upaya membantu proses pelaksanaan Pemilu di Irak. Sesuai dengan tema pada Sidang Khusus Majelis Umum PBB yang diadakan pada tanggal 8 Juni 2004, yang mana telah melahirkan resolusi DK PBB No 1546, guna membantu pelaksaanaan Pemilu di Irak.  Berbagai ide, pemikiran serta keinginan yang ingin dicapai dalam Sidang tersebut yang diajukan AS dan Inggris disetujui secara mutlak oleh DK PBB dengan hasil voting 15-0 yang melahirkan resolusi tentang Irak. Dalam penelitian ini penulis ingin membatasi pada periodisasi waktu antara tahun 2003-2006, khususnya setelah ditetapkan resolusi oleh DK PBB No 1546 tersebut sampai dengan tahun 2006, karena meninjau kepada tahap awal momen disepakatinya resolusi, sebagai tahap sosialisasi dan penyusunan berbagai bentuk program maupun peran PBB sebagai pemantau Pemilu.
2. Perumusan Masalah
Untuk memudahkan analisa terhadap permasalahan sebelumnya, maka perlu dibuat sebuah perumusan masalah yang bertolak dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah ke dalam bentuk research problem yaitu: 
”Bagaimanakah peran aktif serta kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pemantau dalam membantu proses Pemilu di Irak yang dilaksanakan pada 30 Januari 2005?”

D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.	Tujuan Penelitian
Penelitian adalah suatu kegiatan akademis yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, adapun tujuan yang dilakukan penyusun antara lain: 
1.	Untuk mengetahui peran aktif serta kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai permantau pemilu di Irak
2.	Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya membantu proses pelaksanaan pemilu di Irak
3.	Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemilu di Irak serta hambatan-hambatannya.
2.	Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak terutama, yaitu:
2.	Sebagai perwujudan dari aplikasi penerapan keilmuan disiplin ilmu Hubungan Internasional yang mengkaji peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi global yang mewadahi kepentingan negara-negara anggota.
3.	Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana strata 1 (S1) jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan.

D.	Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
1.	Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran disusun sebagai argumentasi yang menjelaskan hubungan yang terdapat antara berbagai faktor yang berkaitan membentuk konstelasi permasalahan dan juga merupakan kajian teoritis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang relevan serta memungkinkan untuk melakukan pengujian empiris terhadap kesimpulan analisis teorisasi.​[8]​
Dewasa ini adanya interaksi dalam masyarakat internasional merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dari berbagai negara, dimana negara-negara di dunia adalah pelaku Hubungan Internasional. Perlu diketahui mengenai definisi dari Hubungan Internasional. K.J. Holsti, menyebutkan istilah Hubungan Internasional sebagai berikut: 
Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk didalamnya pengkajiaan terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.​[9]​ 

Begitu pula definisi Hubungan Internasional yang di ungkapkan oleh Karen Mingst bahwa Hubungan Internasional merupakan interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah dan kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.​[10]​
Dalam Hubungan Internasional, negara harus menyadari bahwa kepentingannya berbeda dan dibatasi oleh kepentingan-kepentingan negara lain. Untuk menyelaraskan dan memenuhi kepentingan nasional dari setiap negara diperlukan kerjasama. Dengan adanya kerjasama, maka akan timbul dampak yang menguntungkan pula dibandingkan dengan hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Pentingnya fungsi kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasam yang berguna.
Untuk melakukan kerjasama internasional diperlukan suatu lembaga atau alat yang akan mengatur mekanisme kerjasama, dan alat tersebut adalah organisasi internasional. Kehadiran organisasi internasional ini pada hakekatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional dalam kaitannya dengan usaha untuk mencapai tujuan bersama.
 Organisasi Internasional merupakan suatu wadah pertemuan negara-negara dalam menyatukan berbagai kepentingan sehingga menjadi suatu kesepakatan internasional. Berbagai macam kepentingan yang berada dalam suatu wadah Organisasi Internasional, terwujud dalam bentuk kerjasama yang melembaga dan diikuti dengan adanya perjanjian internasional. 
Dengan demikian, Organisasi Internasional sebagai sebuah lembaga yang mengatur mekanisme kerjasama, akan lebih lengkap dan menyeluruh bila didefinisikan sebagai berikut, pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembagakan guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.​[11]​
Konsep diatas juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Teuku May Rudi, Organisasi Internasional secara sederhana dapat di definisikan sebagai:
Any Cooperative arrangment instituted states, ussualy by basic agreement, to perform some mutually adavantages functions implemented through periodic meetings and staff activities. (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala)​[12]​

Sedangkan Kusnadi Kartasasmita menyatakan bahwa, Organisasi Internasional merupakan sebuah struktur atau lembaga yang resmi yang melintas batas-batas negara yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang menunjang kerjasama diantara negara-negara dalam bidang keamanan sosial, ekonomi atau bidang lainnya​[13]​
	Menurut pandangan teori pluralis, Organisasi Interna sional merupakan aktor penting dalam kajian hubungan internasional. Pandangan pluralis mengenai hubungan Internasional didasarkan oleh empat asumsi, yaitu:
1.	Non-staste actors are importan entties in world politics.
2.	The state is not unitary actor. It is composed of competing individuals, interest groups and beraucracies.
3.	Pluralis challenge the realist assumption of the state as rational actor. Given their fragmented view of the state, it is assumed that the clash of interest, bargaining, and need for compromise do not always make for a rational decision makong process.
4.	For pluralis the agenda of international politics is extensive. Although national security are importan, the pluralis is also concerned with a number of economic, social, and ecological issues arising from the growth of the interdependence among state and societies in the twentieth century.​[14]​
(Terjemahan bebas: (1) Aktor-aktor bukan negara adalah penting dalam hubungan internasional; (2) Negara bukanlah aktor unitarian, akan tetapi merupakan kompetisi dan kerjasama antara individu-individu, kelompok-kelompok kepentingan dan birokrasi-birokrasi; (3) Menentang asumsi realis yang menyatakan negara sebagai aktor rasional, dimana pluralis menganggap pengambilan keputusan oleh suatu negara tidak selalu didasrari pada pertimbangan yang rasional, akan tetapi demi kepentingan tertentu; (4) Agenda dalam politik internasional adalah luas: ketahanan nasional yang sering di identifikasikan dengan masalah militer saat ini bukanlah satu-satunya hal yang utama. Masalah-masalah lain seperti ekonomi, sosial dan budaya bisa saja menduduki urutan utama dalam agenda politik internasional).
Dari pandangan pluralis ini kita dapat melihat bahwa aktor internasional tidak hanya negara namun juga organisasi internasional. Dengan demikian Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi global merupakan bagian dari aktor dalam hubungan internasional. 
Coulombus dan Wolfe mengemukakakan klasifikasi organisasi internasional dengan mengkombinasikan antara keanggotaan dan tujuan IGO (Intergovernmental organization) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan yaitu:
1.	Global Membership and general pupose organization, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum.
2.	Global membership and limited pupose organization, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang khusus.
3.	Regional Membership and general purpose organization, suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum.
4.	Regional Membership and limited purpose organization, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus.​[15]​
Dilihat dari klasifikasi organisasi internasional menurut Coulombus dan Wolfe, Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk kedalam kategori Global Membership and general pupose organization. Sebab PBB merupakan Organisasi global yang keanggotaannya sangat luas dan memiliki tujuan umum.
Dalam menyelesaikan masalah internasional ini diperlukan adanya satu peranan dari sebuah institusi yang dapat mengakomodir berbagai opini dalam pembuatan keputusan kebijakan untuk mengatasi masalah internasional tersebut. Dalam hal ini institusi yang memiliki peranan penting dalam pemutusan kebijakan tersebut adalah PBB, melalui resolusi-resolusinya sebagai dasar hukum yang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban sebuah negara ataupun non negara yang menjadi bagian komunitas internasional dalam memenuhi kewajiban internasional.  
Peranan dapat diartikan sebagi orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku peranan – individu ataupun organisasi – akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungklan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial.​[16]​
Sedangkan konsep peranan yang dikemukakan oleh K.J. Holsti  adalah sebagai berikut:
Konsep peranan bisa dianggap definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum; keputusan, komitmen, aturan dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga mereflleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran setiap sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik, geografis dan ekonomi.​[17]​ 

Clive Archer menyatakan bahwa suatu organisasi internasional memiliki fungsi dan peranan yang cukup penting dalam sistem internasional. Archer mengelompokan peranan organisasi internasional berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh suatu organisasi internasional yaitu: peranan sebagai instrumen, peranan sebagai forum, serta sebagai aktor independen. Sebagaimana paparan berikut ini; an assesment of the role and function of international organization in the international system is bound to be affected by the view of the nature of the system.​[18]​
Menurut Archer, ada tiga kategori peranan dari organisasi internasional yaitu:
1.	Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2.	Sebagai arena, merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi.
3.	Sebagai aktor, organisasi internasionasial dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau dari luar organisasi.​[19]​
PBB merupakan organisasi internasional yang terbesar dan terluas, paling lengkap tetapi juga sangat kompleks. Bukti yang tegas bahwa PBB sebagai organisasi internasional, dinyatakan sendiri secara eksplisit dalam kalimat terakhir Preambule Piagam PBB yang berbunyi:
“Sesuai dengan itu, maka pemerintahan kami masing-masing, melalui wakil-wakilnya yang berhimpun di kota San Fransisco, yang telah memperlihatkan mendapat kuasa penuh dan sah, yang telah menyetujui Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa ini dan dengan ini membentuk sebuah organisasi internasional yang dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa”​[20]​

Selanjutnya, kenyataan, bahwa PBB adalah organisasi internasional dengan atribut yang ditambahkan diatas sebagai yang terbesar dan terluas, paling lengkap tetapi juga sangat kompleks.
Menurut J.G. Starke, penggolongan organisasi internasional atas dasar fungsi, yaitu:
1.	Organisasi internasional dengan fungsi eksekutif atau politik;
2.	Organisasi internasional dengan fungsi legislatif atau administratif;
3.	Organisasi internasional dengan fungsi yudisial.​[21]​
Dalam ketiga jenis organisasi internasional berdasarkan fungsi tesebut, PBB dapat dijadikan sebagai organisasi internasional yang sangat komplek dan luas, karena mencakup semua fungsi diatas.
Selanjutnya fungsi organisasi internasional menurut Bennet A. Le Roy adalah:
1.	Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama ini menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2.	Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.​[22]​
Hal ini di perlukan untuk melihat apakah organisasi internasional tersebut ikut aktif berperan dalam suatu peristiwa  atau mereka hanya sekedar menjadi instrumen pencapaian tujuan bagi aktor lainnya. Tujuan dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi internasional menujukan makna sesungguhnya pembentukan suatu organisasi dan menujuk pada kegiatan apa yang harus dilakukan. 
Penelitian ini mengkategorikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional antar pemerintah yang dapat berperan atau berperilaku layaknya aktor sekaligus termasuk dalam kategori organisasi internasional global. Perserikatan Bangsa-bangsa merupakan organisasi internasional yang paling besar dalam pertumbuhan kerjasama internasional di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meletakan kerangka konstitusional berupa Piagam yang berisikan tujuan dan prinsip mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan bersahabat dan mencapai kerjasama internasional disemua bidang. Termasuk adanya kewajiban internasional bagi semua negara untuk: menghormati persamaan kedaulatan bagi semua bangsa; tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kemerdekaan, kedaualatan, dan keutuhan wilayah suatu negara; tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara; dan berusaha menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai.​[23]​  
Kertelibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pemantau dalam membantu proses Pemilu di Irak yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2005, merupakan bukti nyata bahwa lembaga internasional ini memiliki peranan dan andil yang sangat besar bagi terciptanya kelangsungan hidup suatu negara. Tingkat keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini tergantung pada faktor-faktor seperti permintaan yang diterima dari pemerintah, adanya perjanjian damai, atau mandat dari Dewan Keamanan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memainkan peran yang beragam, mulai dari bantuan tekhnis sampai pelaksanaan sesungguhnya dari proses pemilihan umum itu sendiri. 
Pemantauan, secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat atau individu-individu yang tergabung dalam organisasi pemantauan yang independen dan non-partisan. Pemantauan diperlukan untuk meneliti bahwa pemilu dilaksanakan secara bebas dan bersih sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, baik para peserta pemilu (parpol dan calon) maupun masyarakat luas.​[24]​
Secara umum yang dimaksud pemantau pemilu adalah individu (anggota organisasi pemantauan atau masyarakat bebas) yang secara sukarela bersedia untuk melakukanpengamatan secara netral dan mengumpulkan data serta informasi mengenai pelaksanaan pemilu, dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan ketetapan-ketetapan dipatuhi sehingga tercipta suasana pemilihan yang bebas, bersih, jujur, dan adil.​[25]​
Konsep “suksesi” menurut B.N. Marbun yaitu: Penggantian kepemimpinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.​[26]​ Sedangkan pemilu di definisikan sebagai: Kehendak politik semua warga yang berhak, untuk menentukan pemegang kekuasaan dan atau reprensetasi lembaga-lembaga legislatif untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.​[27]​ 
Selain itu Marbun menjelaskan pengertian Pemilu secara umum yang diantaranya:
Dalam pemilihan umum semua warga negara yang berhak memilih, menyatakan kehendak politisnya dengan mendukung atau atau mengganti personalia dalam lembaga-lembaga legistif (dewan perwakilan rakyat pada tingkat yang berbeda) yang menurut mayoritas akan menentukan pemegang-pemegang kekuasaan eksekutif (pemerintah) untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, rakyat yang berdaulat, secara periodik dapat mengkoreksi dan mengontrol mereka yang memegang kekuasaan atas namanya.​[28]​


Sifat-sifat pokok pemilihan umum demokratis adalah langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). Rahasia pemilihan dalam negara demokrasi dilindungi oleh hukum pidana. Terdapat dua cara pokok memilih yang pada dasarnya berebeda: Pemilihan orang/wakil yang memperoleh suara paling banyak dalam satu distrik; suara untuk calon-calon yang kalah hilang begitu saja; keuntungannya ialah antara lain bahwa wakil suatu distrik lebih erat berhubungan dengan penduduk distrik yang memilihnya daripada dengan partai/ golongan. 2. Pemilihan daftar calon-calon yang diajukan oleh partai/golongan; jumlah kursi para kontestan pemilu (partai/golongan) ditentukan secara proporsional dengan suara yang diperolehnya dalam seluruh wilayah pemilihan. 
PBB merupakan institusi yang memiliki kewenangan dalam pemutusan suatu kebijakan, artinya keterlibatan PBB sebagai Pemantau dalam membantu proses Pemilu di Irak harus melalui resolusi-resolusi, sebagai dasar hukum yang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban sebuah negara ataupun non negara yang menjadi bagian komunitas internasional dalam memenuhi kewajiban internasional.  
Adapun pengertian mengenai resolusi yang diungkapkan oleh Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse adalah serbagai berikut: Resolusi merupakan dasar hukum yang berusaha mendamaikan benturan kepentingan yang sebenarnya tidak dapat direkonsiliasikan, gagal menjelaskan pertikaian yang tidak seimbang dan tidak adil, serta tidak adanya analisa yang memadai dalam sebuah perpektif kekuatan global yang mengeksploitasi dan menindas.​[29]​
Untuk memberikan perannya secara positif dalam membantu Irak maka Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan resolusi nomor 1546 yang intinya mengenai penyerahan kedaulatan kepada rakyat Irak Menurut resolusi itu, pemerintah sementara akan berjalan hingga pemilihan umum secara nasional berlangsung. Disebutkan juga bahwa pemilu nasional akan diselenggarakan pada 31 Desember 2004, dan jika tidak memungkinkan, akan dilangsungkan pada 31 Januari 2005.​[30]​ 
Resolusi merupakan sebuah mandat dari Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun mandat tersebut dapat di kategorikan sebagai sebuah kebjiakan dari organisasi internasional, dalam hal ini yaitu; Perserikatan Bangsa-Bangsa. Marbun mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dari rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi; pernyataan cita-cita, tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.​[31]​
Pada kenyataannya peran PBB untuk membantu Irak menyelenggarakan pemilunya secara demokratis memiliki banyak hambatan, salah satunya intervensi yang dilakukan oleh kelompok internal dari Irak maupaun campur tangan Amerika Serikat dalam penyelenggaraan Pemilu. Menururt Jack C. Plano dan Roy Olton, mengemukakan konsep intervensi sebagai: Intervensi adalah keterlibatan kekerasan dalam masalah dengan negeri suatu negara lainnya untuk mempengaruhi suatu kebijakan internal dan eksternal negara tersebut.​[32]​
Periset Akademi Hubungan Internasional Modern Tiongkok, Li Shaoxian berpendapat, mengenai pemilu di Irak, dikatakannya: Pemilu Irak berakhir dengan relatif stabil, ini agak diluar dugaan masyarakat. Pertama, di bidang keamanan tidak mengalami kesulitan besar, ini adalah yang sangat dikhawatirkan masyarakat sebelum pemilu. Kedua adalah tingkat pemungutan suara sangat tinggi di luar dugaan, sekurang-kurangnya mencapai 60% ke atas. Ini mencerminkan 2 masalah, pertama ialah rakyat Irak mendambakan kehidupan normal, kedua ialah golongan muslim Syi'ah dan orang Kurdi yang hidup di bawah tekanan kekuasaan Saddam dalam jangka panjang juga memberi suara dengan antusias. Selain itu, meskipun tingkat pemungutan suara golongan Muslim Sunni relatif rendah, tapi tidak serendah seperti perkiraan umum sebelumnya.​[33]​
Selain itu pemerintah AS tampaknya sudah kepalang basah dan tidak punya pilihan lain kecuali harus menunjukkan kepada dunia bahwa proyek demokratisasi di Irak berhasil dengan baik. Bukan sekadar menumbangkan Saddam Hussein dan melakukan pemilu, tetapi harus mempunyai dampak yang lebih substansial bagi perubahan kehidupan masyarakat Irak.
Sebagaimana ditegaskan George W Bush saat pelantikannya untuk kedua kali sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2005 bahwa, inti nilai Amerika yang menjadi misi besarnya adalah mewujudkan freedom and democracy di seluruh belahan dunia. Hal ini menunjukkan betapa AS telah memposisikan dirinya sebagai "sentral" dari kebebasan dan demokratisasi.​[34]​
Fareed Zakaria menggarisbawahi proyek demokrasi AS di Irak dengan mengatakan, "The United States has essentially stopped trying to build a democratic order in Iraq, and is simply trying to fight insurgency and gain stability and legitimacy".​[35]​ Pernyataan tersebut di satu pihak memberi "penghargaan" atas upaya AS yang telah meletakkan tata demokrasi di Irak melalui pemilu meskipun Fareed juga mengingatkan bahwa pemilu tidak selalu identik dengan demokrasi sehingga dia memberi judul kolomnya: "Elections Are Not Democracy". Namun, di pihak lain keberhasilan pemilu tersebut tidak akan mempunyai makna jika tindak kekerasan masih terus berlangsung, perubahan rezim sekadar mengganti pelaku tindak otoriter.
Sehingga David Held, mengungkapakan mengenai teori demokrasi yang prinsipil:
Bahwasannya demokrasi memerlukan potensi-potensi substantif tertentu dalam bentuk hak-hak sipil dan politik yang pokok. Dengan hak-hak sipil dan politik ini dimaksudkan secara khas semua hak; dari kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul sampai hak untuk memberikan suara dalam suatu pemilihan yang bebas dan jujur serta membentuk partai-partai politik oposisi yang diperlukan agara warga negara bisa memerintah diri mereka sendiri.​[36]​

Sedangkan Samuel P. Huntington mengungkapkan transisi demokrasi bahwa:
Transisi demokrasi meliputi: (1) Pola transformasi dimana elit penguasa mengambil prakarsa memimpin upaya demokrasi; (2) Pola replacement, dimana kelompok oposisi memimpin perjuangan demokratisasi; (3) Pola transplacment, dimana demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan bargaining antara pemerintah dan oposisi; (4) Pola intervensi, dimana lembga-lembaga demokratik dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar.​[37]​
 
Adapun  Donald Share mengungkapkan teori transisi demokrasi dengan tipologi transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi, yaitu; (1) demokrasi incremental, yaitu transisi yang melibatkan pra pemimpin (elit politik) yang berkuasa dan berlangsung secara bertahap; (2) transisi melalui perjuangan revolusi yang berlarut-larut dimana kekuatan oposisi tumbuh secara incremental menghadapi rezim otoriter yang kaku; (3) transisi melalui perpecahan dimana yang paling sering adalah melalui kejatuhan rejim otoriter; (4) transisi melalui transaksi yang menjanjikan bentuk demokrasi yang dan cepat.​[38]​
Keadaan-keadaan yang mempunyai andil pada awalnya terbentuknya suatu rezim demokratisasi mungkin pula tidak mempunyai andil bagi konsolidasi dan stabilitas jangka panjangnya. Sebagaimana Huntington mengungkapkan bahwa: pada tingkatan yang paling sederhana, demokrasi mensyaratkatan; (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter; (2) dibangunnya sebuah rezim demokratis; (3) pengkonsolidasian rezim demokratis itu.​[39]​
Berdasarkan paparan konseptual di atas, penulis akan menggunakan teori-teori tersebut untuk menyelesaikan proses penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat memberikan jawaban yang argumentatif dan dapat dipertahankan penulis dengan memberikan objektivitas. Selain itu juga, penulis akan memberikan beberapa asumsi sebagai berikut:
1.	Pasca Invansi AS terhadap Irak, menyebabkan PBB harus berperan secara aktif untuk membantu Irak menyelenggarakan pemilunya secara demokratis, melalu resolusi no1546.
2.	Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pemantau pemilu dapat berperan dengan optimal ditandai dengan suksesnya pemilu di Irak meskipun dibawah ancaman kekerasan dan boikot dari berbagai kelompok. 




Berdasarkan kerangka teoritis dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat sebuah hipotesis sebagai berikut: “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berperan optimal dalam pemantauan pemilu di Irak sehingga berpengaruh terhadap jalannya pemilu yang dilaksanakan secara aman dan demokratis” 
3.	Operasional Tabel dan Indikator
Kemudian untuk membantu didalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi operasional tentang konsep hipotesis yaitu:
	Variabel Dalam Hipotesis(Teoritis)	Indikator(Empirik)	Verifikasi(analisis)
1	Variabel bebas:PBB telah berperan optimal dalam pemantauan pemilu di Irak	Adanya staf maupun ahli-ahli profesional dari PBB yang ikut andil memberikan pelatihan dan informasi yang memadai, mengenai peraturan-peraturan dan ketentuan dalam Pemilu kepada Komisi Independen Pemilu Irak  (IECI)Adanya koordinasi dan dukungan, dari PBB berupa nasihat, logistik, pelatihan, aplikasi komputer dan pengamatan jangka pendek serta bantuan dana kepada Komisi Independen Pemilu Irak  (IECI)	Data (fakta dan angka) mengenai adanya staf maupun ahli-ahli profesional dari PBB yang ikut andil memberikan pelatihan dan informasi yang memadai, mengenai peraturan-peraturan dan ketentuan dalam Pemilu kepada Komisi Independen Pemilu Irak  (IECI)Data (fakta dan angka) mengenai adanya koordinasi dan dukungan, dari PBB berupa nasihat, logistik, pelatihan, aplikasi komputer dan pengamatan jangka pendek serta bantuan dana kepada Komisi Independen Pemilu Irak  (IECI)



















*Isi Resolusi No. 1546.
-	Menetapkan penyerahan kedaulatan dan membantu prose pelaksanaan Pemilu
-	Memberikan mandat kepada pasukan multi nasional pimpinan AS untuk memelihara perdamaian di Irak
-	Mandat berakhir apabila pemerintahan yang terpilih secara konstitusional telah memegang kekuasaan
-	Memberikan mandat kepada pemerintahan baru sementara kontrol terhadap pendapatan dari minyak negara itu

**Peran PBB sebagai Pemantau Pemilu:
1.	Sebagai penasihat tekhnis bagi Komisi Independen Pemilu Irak (IECI)
2.	Memberikan bantuan tekhnologi dan tekhnis
3.	Memberikan bantuan dana dan logistik


E.	Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 
1.	Tingkat Analisis   
Analisa Induksionis, yaitu unit analisisnya pada tingkatan yang lebih tinggi. Dikarenakan proporsi pembahasan lebih banyak menerangkan tentang peranan PBB dalam suksesi Pemilu di Irak, dan menerangkan sedikit tentang keterlibatan AS dalam intervesinya terhadap Pemilu tersebut.
2.	Metode Penelitian
Metode Deskriptif-Analitis, Yaitu suatu analisis yang bertujuan mengambarkan, menganalisa dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang didasarkan atas beberapa kejadian dan masalah yang aktual, kemudian menganalisa untuk menginterprestasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah, baik yang berlangsung maupun yang diperkirakan dimasa yang akan datang serta menginterprestasikan suatu fenomena akhir yang relevan. Metode ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari masalah yang ingin dipecahkan.
 Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana PBB memberikan peranannya secara oftimal dalam membantu pelaksanaan Pemilu di Irak.
3.	Teknik Pengumpulan Data 
Didalam teknik pengumpulan data sebagai analisa penelitian serta dalam rangka pembahasan laporan ini, maka peneliti memilih teknik penulisan melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber data dan informasi-informasi dari berbagai pustaka yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas baik yang bersifat teori maupun empiris, yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti, yang mana sumber data ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, laporan-laporan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang dianggap relevan sebagai kajian penelitian yang tengah kita bahas.

F.	Lokasi dan Lama Penelitian
1.	Lokasi Penelitian.
Penelitian akan mengambil lokasi pada beberapa instansi yang dianggap dapat memberikan informasi dan data, serta dapat mendukung terlaksananya penelitian ini, yaitu:
1.	Departemen Luar Negeri Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat.
2.	United Nations Information Centre, Gedung Surya, Lantai 14, Jln. M.H. Thamrin, Kav-9, Jakarta Pusat. 
3.	Kedutaan Besar Irak, Jln. Teuku Umar No. 38, Jakarta Pusat.
4.	Centre For Strategic and Internasional Studies (CSIS), Jl Tanah Abang III/23-27, Jakarta 1016.
5.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jln. Jend. Gatot Subroto No 10, Jakarta.
6.	Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No:68,  Bandung.
7.	Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jln Ciambeulit Atas Bandung
2.   Lama Penelitian
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 Hasil Pemilu Memilih:
1.	Hajem al-Hasani dari Sunni sebagai ketua Parlemen.
2.	Jalal Talabani, dari suku Kurdi, sebagai Presiden.
3.	Ibrahim Jaafari dari Syiah, sebagai Perdana Menteri.

Menggunakan Sistem Representasi Proporsional
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